BAB IV
PENUTUP

17. Simpulan
Reformulasi strategi penangkalan Indonesia terhadap tindakan koersif Cina
di Laut Natuna Utara dimaksudkan sebagai upaya komprehensif Pemerintah
Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Fokus utama
pembahasan tulisan ini adalah bagaimana reformulasi strategi penangkalan
Indonesia dalam menghadapi tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara yang
efektif untuk melindungi kepentingan nasional.
a. Sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan adalah salah satu
sumber ketegangan regional dan global yang telah berlangsung cukup lama
dan belum menunjukkan arah penyelesaian yang dapat diterima oleh
semua pihak yang berkepentingan. Dengan merujuk pada peta konflik serta
klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, secara
umum terdapat tiga hal utama yang mendasari munculnya konflik di Laut
Cina Selatan. Pertama, sebagai sebuah kawasan, perairan dan gugusan
pulau di Laut Cina Selatan mengandung komoditas sumber daya alam yang
bernilai tinggi, yakni berupa minyak bumi, gas alam, sumber daya
perikanan, dan kekayaan bawah laut lainnya. Kedua, kawasan Laut Cina
Selatan memiliki nilai geopolitik dan geostrategi yang besar bagi
negaranegara yang mampu menguasainya. Ketiga, pertumbuhan ekonomi
yang pesat terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan menimbulkan
kompetisi antara Cina dengan kekuatan Amerika Serikat dan Eropa.

b. Tindakan koersif Cina di Laut Cina Selatan dimanifestasikan dalam
banyak wujud. Berbagai rincian tindakan koersif yang dilakukan oleh Cina
sebagai wujud dari politik ekspansionis dan strategi wilayah abu-abu guna
mempertegas klaim di wilayah Laut Cina Selatan diantaranya adalah
sebagai berikut: Pertama, pemusatan kekuatan di perbatasan yang belum
disepakati. Kedua, melakukan Latihan dan operasi militer di wilayah klaim.
Ketiga, Melakukan ancaman penggunaan kekuatan. Keempat, Tindakan

provokatif terhadap aset militer negara lain yang beroperasi di kawasan
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klaim. Kelima, Aktivitas paramiliter. Keenam, Pengerahan badan usaha

milik negara.

c. Pelanggaran hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia di wilayah
Natuna oleh Cina menjadikan dasar pergeseran posisi Indonesia dari pihak
yang bertindak sebagai negara netral (non-claimant states) menjadi negara
yang meningkatkan kewaspadaan nasionalnya. Sebagai sebuah negara
maritim dan negara yang berupaya untuk menjadi negara berkekuatan
maritim, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional. Adapun
kepentingan nasional yang inheren dan paling mendasar dari Indonesia
sebagai sebuah negara maritim adalah menjaga dan memelihara
kedaulatan nasionalnya, serta keutuhan wilayah nasional dari ancaman dan
gangguan pihak-pihak lain. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia di Laut
Natuna Utara terbilang cukup rumit. Persoalan yang dihadapi bukan
sekedar berada pada cakupan dimensi pertahanan dan keamanan sebagai
respons atas tindakan koersif Cina, melainkan pembenahan secara

gradual, komprehensif, berkesinambungan, serta bersifat multidimensi.

d. Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan untuk merespons
tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara, langkah yang harus ditempuh
oleh Pemerintah Indonesia adalah melihat problematika yang ada secara
keseluruhan, yakni penerapan politik ekspansionis oleh Cina dalam bentuk
strategi wilayah abu-abu di Laut Cina Selatan, yang mana salah satu
eksesnya adalah pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di
Laut Natuna Utara. Indonesia mempunyai dua opsi dalam merespons Cina.
Pertama, Indonesia memiliki peluang untuk merespons Cina secara
simetris melalui adu strategi guna memenangkan kepentingan nasional
secara langsung. Kedua, Indonesia dapat menggunakan instrumen ASEAN
dengan memainkan sentimen kawasan dan kepentingan negara-negara
sahabat lainnya yang bertikai dengan Cina di zona yang sama. Kedua opsi
tersebut, untuk kondisi saat ini, ditempuh secara doubletrack oleh
Indonesia. Jika Cina bermain secara cerdik dengan menempatkan diri pada
posisi moderat, Indonesia juga memiliki peluang memainkan respons cerdik
melalui penerapan strategi penangkalan. Penerapan strategi penangkalan
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merupakan bentuk reformulasi strategi yang dilakukan Indonesia apabila
konsisten dan persisten diterapkan. Dengan berpijak pada konsepsi sistem
pertahanan semesta, strategi penangkalan sebagai bentuk reformulasi
strategi Indonesia dalam merespons tindakan koersif Cina akan dijalankan
secara komprehensif dan multidimensi. Adapun garis besar mengenai
pokok-pokok strategi penangkalan yang akan diterapkan meliputi: (1)
perumusan strategi penangkalan untuk merespons situasi khusus di Laut
Natuna Utara, (2) penekanan komitmen pemerintah kepada pihak luar
untuk melakukan strategi penangkalan, (3) kesiapan untuk menerima atau
menanggung risiko dari penerapan strategi penangkalan, (4) melakukan
kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan efek gulir
kebijakan yang lebih besar, serta (5) pengendalian diri yang kuat untuk
tidak terjebak dalam situasi di mana Indonesia akan memulai terlebih
dahulu konflik militer secara terbuka dengan Cina. Respons komprehensif
yang dilakukan Indonesia terhadap Cina secara garis besar ada dua, yakni
(1) pendekatan militer untuk menciptakan efek penggentar, serta (2)
pendekatan non-militer yang meliputi strategi diplomasi, strategi informasi,

serta strategi perdagangan atau ekonomi.

18. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap
ini, sebagai berikut:

Pertama, sebagai sebuah studi akademik, penulisan Taskap bertemakan
reformulasi strategi penangkalan Indonesia dalam menghadapi tindakan koersif
Cina di Laut Natuna Utara ini masih memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut. Hal
ini dikarenakan pertahanan nasional merupakan gatra dalam ketahanan nasional
yang bersifat sangat dinamis. Perubahan di masa-masa yang akan datang tentu
saja akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pola
perumusan strategi dan kebijakan dalam merespons dinamika di Laut Natuna
Utara secara khusus dan Laut Cina Selatan secara umum, sehingga
membutuhkan penelitian atau kajian yang sifatnya berkesinambungan dan jangka
panjang. Kedua, direkomendasikan kepada Kementerian Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) sebagai
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leading sector dalam formulasi strategi penangkalan di Laut Natuna Utara untuk
merumuskan strategi penangkalan secara komprehensif melalui pendekatan
militer dan non-militer (diplomasi, informasi, perdagangan dan ekonomi) yang
didiseminasikan, diinformasikan, dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga
negara terkait lainnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam RI.
Ketiga, direkomendasikan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
(Kemenhan RI) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel TNI di semua
matra (terutama AL), alat utama sistem persenjataan, sistem angkutan laut
nasional, serta sarana dan prasarana pendukung militer dalam menerapkan
strategi penangkalan berbasis pendekatan militer di Laut Natuna Utara. Keempat,
direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu
RI) untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-
negara Asia Tenggara, serta mengedepankan instrumen organisasional ASEAN
dalam merespons tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara. Kemeniu RI juga
dapat memainkan instrumen yang lebih besar, yakni PBB, apabila terjadi
pelanggaran yang signifikan oleh militer Cina di Laut Natuna Utara yang notabene
telah diregulasi sesuai dengan rezim hukum laut internasional (UNCLOS 1982).
Kelima, direkomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) untuk melakukan
diplomasi keras di bidang perdagangan apabila Cina terus melakukan
pelanggaran berulang di ZEE Indonesia. Melalui Kemendag RI, Kemenperin RI,
dan BKPM RI misalnya, Indonesia dapat secara asertif menurunkan neraca
perdagangan bilateral kedua negara dan mengalihkan aktivitas perdagangan yang
telah sekian lama dijalin dengan Cina ke negara lain yang lebih kompatibel dan
kooperatif ~dalam melakukan kerja  sama perdagangan. Keenam,
direkomendasikan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara yang terlibat
di atas agar dalam pelaksanaan strategi penangkalan di Laut Natuna Utara dapat
mempererat komunikasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan
sesuai bidang masing-masing dalam rangka memberikan dampak yang optimal
bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia, utamanya tegaknya kedaulatan
nasional di Laut Natuna Utara.
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1.1. Klaim Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara-

Negara Kawasan di Laut Cina Selatan™.
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Gambar 2.1. Batas-Batas Wilayah Laut Sesuai UNCLOS™
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Gambar 2.2. Tindakan yang Dilakukan Negara Untuk Mendukung Klaim
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Gambar 3.1. Nine Dash Line Cina’®
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